KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 75/BC/2022
TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN KOREA
CUSTOMS SERVICE

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi
Bersertifikat (Authorized Economic Operator) telah
dilakukan penandatanganan Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat dan Catatan Penjelasan (Explanatory
Notes) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik
Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dengan Korea Customs
Service;

b. bahwa telah dilakukan uji coba Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dengan Korea Customs Service pada Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung
Priok dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Tipe C Soekarno-Hatta;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji
coba sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kedua
belah  pihak bersepakat untuk menerapkan
Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator
Ekonomi Bersertifikat secara penuh;




Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam
penerapan, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara
Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal
Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Korea
Customs Service; '

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi
Bersertifikat (Authorized Economic Operator);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR
EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI DENGAN KOREA CUSTOMS SERVICE.

Menerapkan secara penuh klausul-klausul sebagaimana
tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik
Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition
Arrangement on Authorized Economic Operator) dan
Catatan Penjelasan (Explanatory Notes) Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
dengan Korea Customs Service (KCS) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Penerapan  klausul-klausul dalam  Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
beserta Catatan Penjelasannya antara DJBC dengan
KCS sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU



KETIGA

KEEMPAT

khususnya mengenai pemberian fasilitas perdagangan
berupa percepatan proses customs clearance yang
berupa penurunan tingkat risiko sebesar 20% pada risk
engine reguler dalam manajemen risiko penjaluran
impor BC 2.0 diberikan terhadap importasi yang berasal
dari pelabuhan muat Republik Korea dan
pemberitahuan pabean impornya menggunakan kode
fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi
AEO (AEO Trader Identification Number) dan tanggal
otorisasi (authorization date) perusahaan AEO Korea.

Memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan
dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan,
Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk
melaksanakan tugas dan fungsi sehubungan dengan
penerapan secara penuh (mandatory) Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal 30 Juni 2022.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan
kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat
DJBC;

2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
dan

4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
Salinan sesuai dengan aslinya CUKAL,

Sekretaris Direktorat Jenderal
u b.

ttd.
ASKOLANI



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 75/BC/2022 TENTANG PENERAPAN
SECARA PENUH (MANDATORY} KESEPAKATAN
PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT ON  AUTHORIZED  ECONOMIC
OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI DENGAN KOREA CUSTOMS SERVICE

REPUBLIK INDONESNTA

ARRANGEMENT
BETWEEN
THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE
OF THE REP&GILS% OF INDONESIA
AN
THE KOREA CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA
REGARDING MUTUAL RECOGNITION OF THE RESPECYTIVE AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR PROGRAMS

The Direclorate General of Customs and Excise of the Republic of indonesia and the Korea
Customs Sewvice of the Repubbic of Korea {heremnafier referred to singulartly as the
*Participant” and collactively as the "Parbcipanis™},

NOTING the Action Plan between Drectorate Genaral of Customs and Excse of the
3 Republic of Indonesia and Korea Customs Service of the Repubic of Kores for mutual
| recogmbon of their respective Authonzed Economic Operator Programs (hereinafter referred
1 to as the "Programs’), signed on Apnit 1%, 2018;

CONSIDERING that a joint evaluation by the Partcipants has confirmed that their respective
Programs are adrmirusteced a8 inibalives to strangthen supply cham secwity and 16 enhance
trade facililation of the Particaipants;

RECOGNIZING that the Programs apply secwily requirements in accordance with the
respactive domestic laws of the Participants and the internationally recognized security
standards set forth in the "SAFE Framework of Standards to Secure and Facditate Global
me {hereinafter referred to as "SAFE Framework') adopled by the World Customa
Organization;

ACKNOWLEDGING the specwlized nature of border management prodesses, procadures,
gm:hmismu and the legulabons adoptad by the Participants in administering their respective
Programs,

RECALLING the Momovandum of Understanding between Directorate Generad of Customs
and Excise. Ministry of Finance of the Republic of indonesia and Kores Customs Service of
the Republic of Korea regarding Cooperabon and Mutual Assistance on Customs Matters,
sigrasd on April 19, 2018

UNDERSTANDING that the mustual recognton of the Programs and other related measures
beatween the Participants not only contributes greatly to the supply chamn security but also
| facilitates legitrmate trade;

- HAVE reached the following arrangement




A Paragraph 1 1
i Responsible Participants and Scope _
i 1 The Patiopants wil be the responsible enbties for the implementabon of this *
||| Arrangement I
e )
| 2. This Amangement will exclusively be concemed with the mutusl recognition of the
£ respective Programs adminigtered by the Participants. I
A 8
2* | Paragraph 2
Ei Compatibility |
E 1. The Partiopants will ensure that the standards applied to the respective Programs will be | 'l_e
;.g compatible in the foliowing aspects. 14
s 3 accreditation critena; 3
H b application procedures, ;
¢.  validabon procasses, B
d  authorization mechanism; and |
'-.1 i € monitoring and evaluahon mechanism |
.,."5 2. The Paticipants will ensure that their respective Programs will operate 1n accordance
] with the prnciples and standards of the SAFE Framework. |
¥ Paragraph 3 i
iy Mutual Recognition and Benefits §
',' 1. Each Parlicipant intands to accept the validation results and authocization siatus granted ,_ﬁ
A lo Authorized Economic Operators (heremafier referred to as ‘AEOs”) of the other ([
A Participant's Program !
';ﬁ 2. Each Paricipant agrees 1o prowide the AEOs, duly accredited by the other Particpant ||
3 under s Program. mamly to expedie the shipment process. with the foliowng trade |
faciitation measures: i
8. reduced mport inspection rates, |
3 b. simpiified verficaton of import-reiated documants: |
E ¢. faster clearance of import cargo. |
{ d. priomuzed measures 10 respond 1o distuplions in trade flows due to increases ||
- secwrity alert levels, border closures and/or natural desasters, hazardous ||
§ emergences of other major incidents, and (7
: e designated customs officapis in charge of communication in ocder to handle issues |1
i relating to clearance of goods of AEOs under the respective Programs. }-'
| 3. Each Participant will take into consideration the authorization status of AEOs accorded by |t
‘| the other Participant under its Program when conducting fisk assessment on importing
| goods from those AEOs :
1 4. Each Participant may, under reasonabile circumsiances, suspend sny or all the faciltation | ]'
| measures given to one or more AEOs of the other Particpant, provided that the other |8
{ Participant has been promplly notified of this decssion and the undariying reasons. |
| b
] g
. v
| y
| 3
-=--—m--;—- = —— L S ;;;
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1|5 Each Participant intends to maintain the abity to revoke membershp m respective ||

|l program procedures. The fact of the revocation by the Parbicipant of 2 member whose | &
“* status has been accepled by the other Particoant shouid be promptly notified to the other ] i
E i Pacticipant. . L
R Paragraph 4 ¥
' information Exchange and Communication 4
A} r
{ 1. The Participants wall agree upon informaton exchange and mutual communicabon as ||
o foliows: &
r a. regularly exchanging up-io-date information on authorized compenses under thew l !
¢, respective Programs in a mutually determmad manner. such information will include |
! the names, acdresses. unique identfiars, authonzation status. and other relevant ||
il information, 4
ot b. providing updates on the operation of and changes to their respective Programs, and |18
W ¢ exchanging information obtsined from aulthorzed companies regarding the B
gl implementation of this Arrangemant ‘f
N

h |2, The Participants will abide by their respective domestic laws and regulations to exchange ||
|| information y‘ L;
} [t
"1| 3. The Participants will keep the information received from the ofher Participant confidential, i3

f and the information will ba used solely for the purpose of implementing this Arrsngement, | ;
H1l  provided that the recewved information may be disclosed to 8 third party only with the ||
[ written consent of the other Participant 2
4 i
g Paragraph § 1
’;‘; Future Endoavors A
,.-‘
i_ The Participants agree to' |
ol ®
[ a8, actively mplement this Arrangement with a view to strangthening the supply chain securty |||
d| of the Participants and enhancing their common inlerast on trade faciktabion, including to | g
¥ conduct penodic revew meatings and jont site valdations n order to maintan quality of |10
L{ AEQ standards and this Arrangement L
8| b. share detasts of benefits provided to the AEOs of the other Partiipant in implementing this ||
1l Amangement between the Participants, b
t 1
i E- C. pursue provding the AEOs of the other Participant with further trade facidation measures ',‘j
| inaccordancs with thes Arrangement, and &
| 5 &
| d. share the updates on the changing benefits and/or trade facdtatons which might be }
?,_ : received by the AEOs betwesn the Participants i
A i
l‘ .4
i A
: "y
| i
g I
- R R IR
?-f»':-‘ = --N- - h'--- - - -'E"d.. Av _i‘.zlnu_-m‘ s N ple=eg o i e & :ﬁ- ” 8 '-r
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thew respective domesbc laws and regulations and the applcable intemational

| Paragraph § i
| Consultation and Amendment | }
o | ! /
[-" 1. All issues relating to the interpretation or implementation of this Arrangement will be |10
1 rasolvad through mutual consultatior of the Parbcipants, | '
l )
ﬁ | 2. Amendment of this Amangement wil be subject to wntten agreement between the || |
4 ' Paragraph 7 1
L Status of Arrangement |
3 3
Ft 1 This Arangamant does not intand to create any legal nghts and obhgations binding under E o5
5 international law of the law of any other risdiction. nor does it confer or create any fights, | N
‘- privileges or benefits on any third person or party. i
' A
‘_4 2. The Partiopants will implement the measures under this Arrangemant in accordance with .lfi
1
1

e

I :
d| agreements ‘ *
| f

? | 3, No provision in this Arrangement will restnct edher Parbeipant from acting in accordance ||

Wl with the provisions of the applicable international agreements, or its domestic laws | =

31 reguiabons and practices g '

|5 i |8

I ki

k‘ Paragraph 8 :

: Commencement and Termination i

i 1

" i 1 This Arrangement will come into effect upon signature by the Padticipants, provded that

| Paragraph 3{2) wll come into effect within 6 months aRer the signing of the Arrangement ;

Lo N

{l 2. Either Partcipant may discontinue o terminate this Arrangement by provding the other |18

B Participant with & written notification st least thirty (30) days in advance of the intended B

{il|  date of discontinuation or temtination it

& F(

5-’- Sned in Seoul, Korea on February 6™ 2020 in two onginals in the English Bahasa ||

¢! Indonesia and Korean languages, all texts bemng equally valid In case of any divergence of ||

Al interpretation. the English text will prevail L

g |

: For the Directorate General of For the Korea Customs Service , 1

o Customs and Excise of the Republic of the Republic of Kores f

T | of indonesia 3
v ' ,( A > {' 2

i o S* j > P

| Heru Pambudi ROH, Suk Hwan &

& Dirsctor Ganeral Commissioner 1
K i
4 i
La—--.\-_. — o e e e 1t e aw - 3

3
"
|ji
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 75/BC/2022 TENTANG PENERAPAN
SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN
PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT ON  AUTHORIZED  ECONOMIC
OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI DENGAN KOREA CUSTOMS SERVICE

EXPLANATORY NOTES FOR THE ARRANGEMENT
BETWEEN
THE KOREA CUSTOMS SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOREA
AND
THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGARDING
MUTUAL RECOGNITION OF THE RESPECTIVE
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR PROGRAMS

1. Background snd Purpose

The purpose of this Explanstory Notes is to facilitate the implementation of the Arrangement
between the Korea Customs Sexvice (hereinafter referred to as “KCS™) of the Republic of
Korea and The Directorate Genersl of Customs and Excise (hercinafler referred to as
“DGCE") of the Republic of Indonesia (and hereinafter referred to separately as “Party” and
jointly as “Parties”) regarding Mutual Recognition of the respective Authorized Economic
Onerator Programs and to clarify details of articles of the Arrangement which wes signed on
February 6%, 2020 in Korea.

2. Informatios Exchange

To ensure an effective implementation of the Arrangement, both Parties exchange updated
information of Authorized Economic Operators (AEOs) in the following manner.

2.1 Detalls of Information
Both Parties provide the following information in an MS Excel format:
(8) Tdentification code (the unique number given to an AEQ in order 10 provide
facilitation measures under the Arrangement);
(b)  Nameof AEO;
{¢)  Address (including all premises);
{d)  Authorization date;
(¢}  Validity period;

() Stams (marking those valid in black, and marking those that are suspended,
canceled or changed in red )

(8)  Remarks (record major changes for information of the other Party); and
(b}  Entity type.



2.2 Frequency and Channel for Information Exchange

Each Party, according to the Amangement, provides information as referred to paragraph 2 1
to the other Party via the latter's designatod eloctronic mulbox at the first working day of
cach month, or whencver there are any changes to the information. If the information for the
current month is the same as that of last month, & *“No change” message should be sent to the
other Party,

2.3 Protection of Information

To enbance security of the AEO information, cach Party encodes the AFO list with a
password before sending it to the other Party. The password should be 10 digits or more,
containing capital and small letters and numbers, without any pattern. Each Party could send
the password o the designated electronic malbox of the other Paty when an
acknowlodgement is received from the same within 24 hours after sending the |:st

3. Identification of AEOs of the other Party

To camure trade facilitation measures are provided under the Arangement, each Party should
promptly and effectively identify whether goods are imported from AEOs of the other Pasty

3.1 Korea to Identify indonesian AEOs

An Indonesisn AEO should notify its AEO identification code 10 its Korean importer when
exporting to Kores. Its Korean unporter should obtain Overseas Busmess Partners Code
(OBPC) consisting of two digis of national code, six digits of company name, fowr digits of
serial number and one digit of confirmation number, which 18 tinked to the 1dentification
nunber,

The Korcan importer should state the sbove-mentioned OBPC while performing import
declsrabon,

KCS compares wuch OBPC with the information provided in accordance with paragrph Z:
and, thereafier, if the two gre matched, the KCS provides trade facilitation measures.
3.7 Indonesia 1o Identify Korean AEOs

A Korean AEQ should notify its identification code {0 its Indonesian importer when
exporting 1o Indonesia. The Indonesian importer should state the Koresn AEO identification
code while performing import declaration.

DGCE compares such identification code with the information provided, which has been
recorded in Customs & Excise Informston System and Automation, i accordance with

25



paragraph 2; and, thereafler, if the two are matched, the DGCE provides trade facilitation
measures,

4. Detalls of Trsde Facilitation Messures

(2) Reduced customs import inspection rates: Esch Pasty recognizes the AEQ status of
exporiees of the other Party st the stage of import declaration, and reduces the rate of
inspection for the goods concemed during risk assessment by the Customs

(b} Simplified verification of import-related documents: Each Party simplifies clearsnce
procedures to importing goods of AEOs of the other Party, and handles documentary
validation for import clearance at the same level with that of domestic authorized

compéanics.

{c) Faster clearance of import cargo: Bach Party gusrantees prioritized clearance in
terms of inspechion or documentary validation for imposting goods of ABOs of the
other Party.

(d) Prioritized measures: Each Paty responds to disruptions in trade flow due to
increases in security alert fevels, border closures and/or naturs] disasters, hazardous
emergencies or other major incidents

(¢) Designated customs officiols: Each Party sppoinds onc or more customs lisison
officers from its headquarters. When an AEO of one Party reports any problem raised
duning import clearance 1o the territory of the other Party, the liaison officer who
receives the report poifies it to the hsison officer of the other Party. The lisison
officer of the importing country does its best o resolve the problem, and informs the
other Party of the results.

5. Suspension and Exclusion of Trade Facliitation Messures

5.1 Reasounble Grounds for Suspeusion snd Exclesion

Each Party bas the discretion, under reasonable grounds, to suspend or to exclude provisions
of tradc facilitaion measures o AEOs of the other Party tlang into considerstion its
domestic regulstions and messures including but not limsted to cargo clesrance, risk
assessinent of local companies and intelligence.

Ressonable grounds to suspend or to exclude trade facilitation mensures provided 16 AEQs of
the other Party under the Armangement may include

() information of AEOs of the other Pasty being misused or abused; of
(®) any illegal activities conducted by AEOS of the other Party being detected.



£.2 Procedures for Sospension and Excinsion

In suspending or excluding trade facilitstion measures provided to an AEO of the other Party,
tach Party should promptly notify the other Pasty of the nanie of the AEQ, the undexiying
reasons and the date of suspension,

5.3 Resumption of Trade Facilitation Messures

Each Party resumes providing trade facilitation measures to the suspended AFOs under the
Anangement inmediatoly after the grounds for the suspension are no longer valid. Fach
Party should promptly notify the resumption to the other Party.

In case the approval status of the suspended AEO 15 revoked, the other Party should be
promptly notified in sccordance with the informanon exchange mechinism under paragraph
;

6. Check snd Assessment of Implementing the Arrsagement

Both Parties exchange stahistics dais related to the trade facilitshon measwres under the
Arangement on & su-manthly basis vis e-mail or at a review meeting, and the types of
exchanged statistics arc as follows

(8) the number of importation and the mspection rate of imparted cargo from AEOs and
non-AEQs of the other Party;

{b) the actual number of AEOs which have utilized MRA

{¢) clearance lead time of AEOs and non-AEQs.

Both Parties shall hold an iumplementstion review meeting on an annual basis to agsess
whether the Amangement is well implemented, and the meeting shall be hosted alternately by
both Parties.

7. Pilot Implementation

Prior to commencement of the Amangement, both Parties shall jomtly conduct s pilot
impiementation (o test the related mechamsm for exchange of information and address any
problems in advance which may possibly ocour upon implementation of the Arrangement

Tht} pilot implementstion shall last for a peniod of two months followed by a one-month
review period on the basis of the results and statistics of the pilot implementation



8. Commencement snd Modificstion

This Explanatory Notes shall come into effect upon mignature. All issues relating to the
inferpretation of this Explanstory Notes shall be resolved through mutual consultation by
both Parties

Modificetion of this Explanatory Notes, where necessary, may be discussed 1n the review
meeting in acoordance with paragraph 6,

Signed in duplicate in the English language.
FOR FOR
THE KOREA CUSTOMS SERVICE THF. DIRECTORATE GENERAL OF
OF THE REPUBLIC OF KOREA CUSTOMS AND EXCISE

OF THE R%?UBL!C OF INDONESIA

_Seolmsen , Lee

SEOK-MOON LEE R. SYARIF HIDAYAT
DIRECTOR GENERAL OF DIRECTOR OF INTRRNATIONAL
AUDIT AND REVENUE BURFAU CUSTOMS AND PUBLIC AFFAIRS
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LAMPIRAN I1I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 75/BC/2022 TENTANG PENERAPAN
SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN
PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT ON  AUTHORIZED  ECONOMIC
OPERATOR] ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI DENGAN KOREA CUSTOMS SERVICE

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN
SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI DENGAN KOREA CUSTOMS SERVICE

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Korea
dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan
status lainnya, update program AEQO, serta informasi terkait lainnya
dari pihak KCS, selanjutnya:

1) Menyampaikan daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya
yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya
kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur
Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis Kepabeanan
dengan cara:

1.1. manual, dalam hal sistem komputer pelayanan belum
mengakomodir form daftar perusahaan AEO Korea dan
perubahannya;

1.2. memutakhirkan daftar perusahaan AEO Korea dan
perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam hal
sistem komputer pelayanan telah mengakomodir form daftar
perusahaan AEO Korea dan perubahannya;

2) Menyampaikan informasi berupa update program AEO, serta
informasi terkait lainnya dari pihak KCS kepada Direktur
Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Teknis Kepabeanan;

b. Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi
lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya
yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya, update
program AEO, serta informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis
Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak KCS;

¢. Menyiapkan mekanisme komunikasi antara DJBC dengan pihak KCS;

d. Memberikan bimbingan teknis;

e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

a. Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodir form
daftar perusahaan AEO Korea dan perubahannya, menerima informasi
Perusahaan AEO Korea dan perubahannya yang meliputi penambahan,



pengurangan, dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama
Internasional Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan
pemutakhiran pada sistem komputer pelayanan;

b. Memutakhirkan Sistem Analis Risiko Importasi dalam rangka
pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan
berdasarkan rekomendasi dari Direktur Penindakan dan Penyidikan;

c. Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan
pada sistem komputer pelayanan;

Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;

e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan;

f. Memberikan bimbingan teknis.

3. Direktur Penindakan dan Penyidikan

a. Menyampaikan rekomendasi pemutakhiran Sistem Analis Risiko
Importasi dalam rangka pemberian fasilitas perdagangan kepada
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;

b. Menerima informasi perusahaan AEO Korea dan perubahannya yang
meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya serta informasi
terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan
Cukali, selanjutnya melakukan analisis sesuai kebutuhan;

c. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kkepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

4. Direktur Teknis Kepabeanan

a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Korea
dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan
status lainnya, update program AEO, serta informasi terkait lainnya
dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai,
selanjutnya melakukan analisis sesuai kebutuhan;

b. Menyampaikan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau
informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan
perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status
lainnya, update program AEO, serta informasi terkait lainnya kepada
Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;

c. Memberikan bimbingan teknis;
d. Melakukan dan menerima masukan dalam rangka evaluasi
pelaksanaan.
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
a. Memberikan bimbingan teknis;
b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.
6. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi;

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.



7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi;

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kkepada
Direktur Teknis Kepabeanan.
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